	Harian    
	:
	Radar Sulteng
	Kasubaud

Sulteng I dan Sulteng II

	Hari, tanggal
	:
	Selasa, 11 September 2012
	

	Keterangan
	:
	Halaman 16 Kolom 5-6 dan Halaman 14 Kolom 4-7; 
	

	Entitas
	:
	Provinsi Sulteng, Kab. Banggai dan Kab. Poso
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PALU - Dalam 60 hari ke
depan, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah, Kabupaten
Banggai, dan Kabupaten Poso,
ikan - bakal sibuk
ahi rekomendasi hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) tentang
pengelolaan aset tetap tahun
2011 dan 2012

Berdasarkan hasil temuan
dilaporkan dan diserahkan
Secara resmi kepada masing-
masing pimpinan daerah, di
aula kantor BPK Perwakilan
Sulteng, kemarin (10/9),
ditemukan sejumlah fakta yang
berindikasi pada pelanggaran
dalam ranah hukum admi-
nistrasi negara. Diantaranya,

@ Baca BPK Hal 14

NURHATORR

PERLU DIBENAHI: Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah Sumardi
yang disaksikan Wakil Gubernur Sulteng Sudarto, saat penandatangan
serah terima penyerahan laporan hasil pemeriksaan aset tetap tahun
2011 dan 2012, di Aula BPK RI perwakilan Sulteng, kemarin (10/9).
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perihal penghapusan aset tetap
yang belum dilaksanakan
sesuai prosedur.

Kepala BPK Perwakilan
Sulteng Sumardi, menge-
mukakan dalam penghapusan
aset pada Provinsi Sulawesi
Tengah, terdapat temuan 508
unit kendaraan operasional
yang terdiri atas 192
kendaraan roda empat dan 316
kendaraan roda dua yang tidak
didasarkan penelitian dari
Panitia Penghapusan, ditam-
bah proses penjualannya yang
tidak melalui proses lelang.

“Untuk kendaraan ope-
rasional, aturannya harus
melalui lelang umum atau
lelang terbatas. Terbatas dalam
pengertian pendaftarannya
dapat orang lain, jadi belum
tentu saya misalnya sebagai
kepala  dinas  pemakai
kendaraan itu mendapat
kendaraan itu, tergantung
penawaran yang rendah atau
tinggi,” kata Sumardi.

Sementara praktik yang
selama ini dilakukan yang
menjadi penyebab temuan,
menurut Sumardi adalah tidak
dilakukannya mekanisme
penghapusan aset melalui
panitia penaksir, yang

notabene bertugas untuk
menentukan harga jual yang
sesuai. Hal lain terkait
penyimpangan  prosedur
penghapusan aset pemerintah
Provinsi, juga ditemukan
dalam proses penghapusan dan
penjualan 317 unit rumah
dinas, di antaranya 63 persil
tanah berupa lahan kosong.

Selain’ penetapan nilai jual
tanah dan bangunan dari item-
item tersebut, tidak dilakukan
oleh panitia penaksir, tidak
atas hasil penelitian dari
Panitia penghapusan, dari
temuan itu disebutkan pula
bahwa penilaian tanah lebih
rendah dibandingkan dengan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
tahun penghapusan.

Wakil Gubernur Sulteng, H
Sudarto yang hadir dalam
acara penyerahan tersebut,
mengakui temuan-temuan
yang telah dikemukakan
sebagai kelemahan yang harus
dibenahi bersama. “Temuan
yang banyak tadi, jujur saja
sebagai pemerintah kami
merasa kurang enak, kenapa
kita hanya mengelola aset saja
tidak bisa,” keluh Sudarto.

Dalam pandangannya, salah
satu faktor penyebab praktik-
praktik tersebut diakibatkan
masih rendahnya Sumber
Daya Manusia yang dimiliki

dalam hal pengelolaan aset
Menanggapi hal tersebut,
Wagub berjanji dan mengim-
bau kepada pemerintah daerah
yang telah memperoleh hasil
laporan tersebut, untuk segera
menindaklanjuti rekomendasi
berdasarkan temuan BPK.
“Kedepan diharapkan
temuan-temuan sema i
tidak boleh lagi terj
pengelola harus bekerja lebih
baik, serta BPK semoga
dapat terus mendorong
pemerintah untuk penge-
lolaan aset yang lebih
akuntabel,” tukas Sudarto.
Sementara dalam item
pengamanan aset tetap,
temuan BPK kembali menyo-
roti pada barang inventaris
milik pemerintah daerah
Provinsi Sulteng berupa
kendaraan, laptop, kamera,
dan LCD proyektor yang tidak
diketahui keberadaannya.
Dalam temuan BPK fainnya
juga disebutkan sejumlah
kelemahan yang perlu men-
dapat perhatian. Di antaranya,
perihal perencanaan kebu-
tuhan barang milik daerah
yang didasarkan pada pe;
timbangan yang memadai,
sehingga barang hasil penga-
daan belum dimanfaatkan,
terkait penggunaan dan
pemanfaatan asct yang belum

efektif, pengamanan aset tetap
belum memadai, dan penata-
usahaan aset tetap yang belum
tertib. Dalam item ini, temuan
untuk  Kabupaten Poso
menyebutkan beberapa hal,
diantaranya terdapat duplikasi
pencatatan tanah dimana
pencatatan dilakukan dua
sampai empat kali pada KIB A
tanah pemerintah Kabupaten
Poso, pengguna barang/kuasa
pengguna barang (PB/PKB)
belum melakukan labelisasi
atas asct tetap yang dimiliki
dalam rangka pengamanan
asel. Selain itu, pencatatan
kartu inventaris ruangan tidak
mutakhir, ditambah pencatatan
informasi aset tetap dalam
KIB tidak lengkap dan tidak
akurat. Daftar temuan
semakin bertambah dengan
adanya barang inventaris
yang hilang dan tidak segera
diproses penyelesaian me-
nurut tuntutan ganti rugi,
juga terkait temuan sebanyak
352 persil tanah yang belum
memiliki sertifikat.

Sama halnya dengan apa
yang ditemukan di Kabupaten
Banggai, ternyata masih
banyak tanah milik pemda yang
belum bersertifikat, bahkan
sejumlah tanah milik pemda
Banggai didirikan bangunan
oleh masyarakat.(nhr)











